
  

 
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 

NOMOR  3  TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN SAMPAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih 

dan sehat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat  
diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi hidup antara 
lain dengan pengelolaan sampah; 

 
  b.  bahwa  berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah 
Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah 
melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum 
maupun tindakan implementatif; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu  membentuk Peraturan 
Daerah  tentang Pengelolaan Sampah. 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  
Indonesia   Nomor 3209); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 
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  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4153); 
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  10. Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

 
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 
 
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 03 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 470); 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 
14); 

 
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 3). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 

dan 
 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT   
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat; 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

 

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah;  

 
 
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum  

Kabupaten Kotawaringin Barat; 
 
7. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH  

adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin 
Barat; 

 
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. 
 

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 
proses alam yang berbentuk padat terdiri dari sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; 

 
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak 

termasuk tinja dan sampah spesifik. 
 

11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah 
rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan/atau fasilitas lainnya. 
 

12. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan 
pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur 
ulang energi. 

 
13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk 

dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang 

berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa 
makanan dan sejenisnya. 

 
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah 

membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme 

pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, 
logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya. 

 
15. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana 

adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya 

kegiatan penanganan sampah. 
 
16. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana 

adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan 
penanganan sampah. 
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17. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 

Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut 
penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, 
membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta 

memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

 
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. 
 

 
19. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 

 
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan 

memisahkan sampah sesuai dengan jenis. 

 
21. Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah 

sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di 
tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-
jenis sampah. 

 
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan 

memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 
dengan prinsip 3R. 

 
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah 

dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju 

tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat 
pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan 
bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. 

 
24.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya 

disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 
pengolahan sampah terpadu. 

 
25. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah 

karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. 
 
26. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, 

reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, 
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 
pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala 

kawasan. 
 

27. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, 
adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat 
angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota 

yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang 
dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. 

 
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya 

disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 
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29. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian 

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah 
sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

 

30. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan 

sampah ke media lingkungan. 
 
31. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat 

masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan 
sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, 

termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi 
biologis. 

 

32. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di 
TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara 
berkala. 

 
33. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan 

di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan 
ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 
tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat 

antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug 
saniter. 

 
34. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di 

areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan 

secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan 
sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah 
setiap hari. 

 
35. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya 

tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap 
orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar 
melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga 

berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, 
dan/atau masyarakat. 

 

36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang 
terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan 

penanganan sampah di TPA. 
 
37. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi 
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat 

pengelolaan sampah yang tidak benar. 
 
38. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, 

dan/atau badan hukum. 
 
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat; 

 
 
 

 



  

- 7 - 

 
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan 
lainnya guna menemukan tersangka dan/atau dalam rangka 
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 
 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas : 

a. tanggung jawab;  
b. berkelanjutan; 
c. manfaat;  

d. keadilan;  
e. kesadaran;  
f. kebersamaan;  

g. keselamatan; 
h. keamanan, dan  

i. nilai ekonomi. 
 

Pasal 3 

 
Pengelolaan sampah bertujuan untuk : 

a.  mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan 
berwawasan  lingkungan; 

b.  meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah; 

c.  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan; 

d.  melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap 

pencemaran serta  mitigasi perubahan iklim; dan 
e.  menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai 

ekonomi. 
 

 

BAB III 
PERENCANAAN UMUM 

 

Pasal 4 
 

(1)  Perencanaan umum penyelenggaraan PSP meliputi: 
 a.  rencana induk; 
 b.  studi kelayakan; dan 

 c.  perencanaan teknis dan manajemen persampahan. 
 

(2)  Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota 
sedang dan kecil berupa  perencanaan teknis dan 
manajemen persampahan. 

 
(3)  Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan 

sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) huruf c antara lain 

memuat: 
a.  rencana daerah pelayanan; 

b.  tingkat pelayanan; 



  

- 8 - 

 
c.  tahapan pelaksanaan; dan 

d.  rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur-
unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, 
dan kelembagaan. 

 
 

(4)  Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disusun oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. 
 

 

BAB IV 
PENANGANAN SAMPAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 5 

 

Penanganan sampah meliputi kegiatan: 
a.  pemilahan; 

b.  pengumpulan; 
c.  pengangkutan; 
d.  pengolahan; dan 

e.  pemrosesan akhir sampah. 
 

Bagian Kedua 
Pemilahan 

 

Pasal 6 
 

(1)  Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan 

pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis 
sampah yang terdiri atas: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 
beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; 

b.  sampah yang mudah terurai; 

c.  sampah yang dapat digunakan kembali; 
d.  sampah yang dapat didaur ulang; dan 
e.  sampah lainnya. 

 
(2)  Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 

serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat 
serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan 

kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik 
rumah tangga.  

 
(3)  Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari 

tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat 
terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau 
mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah. 
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(4)  Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang 
dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses 
pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan 

kaleng. 
 

(5)  Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat 
dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan 

antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca. 
 
(6)  Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e merupakan residu. 
 

Pasal 7 
 

(1)  Pemilahan sampah harus dilakukan oleh: 

a.  setiap orang pada sumbernya; 
b.  pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 
c.  pemerintah daerah. 

 
(2)  Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 

sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan 
sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan 

pewadahan sampah skala kawasan. 
 
(3)  Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan 

pewadahan sampah skala kabupaten. 
 

Pasal 8 

 
(1)  Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan 
pada: 

 a. volume sampah; 

 b. jenis sampah; 
 c. penempatan; 
 d. jadwal pengumpulan; dan 

 e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. 
 

(2)  Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus: 

 a. diberi label atau tanda; 

 b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan 
 c. menggunakan wadah yang tertutup. 

 
Pasal 9 

 

(1)  Jenis sarana pewadahan sampah berupa pewadahan: 
 a. individual; dan 
 b. komunal. 
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(2)  Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa bin atau wadah lain yang memenuhi 
persyaratan. 

 

(3)  Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa TPS disiapkan oleh pemerintah daerah. 

 

 
Bagian Ketiga 

Pengumpulan 
 

Pasal 10 

 
(1)  Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah 

dilakukan pemilahan dan pewadahan. 
 
 (2)  Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pola: 
 a. individual langsung; 
 b. individual tidak langsung; 

 c. komunal langsung; 
 d. komunal tidak langsung; dan 

 e. penyapuan jalan. 
 
(3)  Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
 a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis 

sampah terpilah dan sumber sampah; dan 
 b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. 
 

(4)  Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat  (3) huruf b dapat berupa: 

 a. motor sampah; 

 b. gerobak sampah; dan/atau 
 c. sepeda sampah; 

 d. kelotok sampah. 
 
(5) Waktu pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 11 

 
(1)  Pengumpulan sampah dilakukan oleh: 

a.  pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 

b.  pemerintah daerah. 
 

(2)  Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan 

sampah wajib menyediakan: 
 a. TPS; 
 b. TPS 3R; dan/atau 

 c. alat pengumpul untuk sampah terpilah. 
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(3)  Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R 

pada wilayah permukiman. 
 
(4)  TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi 

kriteria teknis: 
a.  luas TPS sampai dengan 200 m2; 
b.  tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 

paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; 
c. jenis pembangunan penampung sampah sementara 

bukan merupakan wadah permanen; 
d.  luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; 
e.  lokasinya mudah diakses; 

f.  tidak mencemari lingkungan; 
g.  penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; 

dan 
h.  memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

 

Bagian Keempat 
Pengangkutan  

 

Pasal 12 
 

(1)  Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA 
atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan 
pemilahan dan pewadahan. 

 
(2)  Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun serta limbah, diangkut 
menggunakan kendaraan khusus dan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 13 

 

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a.  memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang 
digunakan; 

b.  rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan 

hambatan sekecil mungkin; 
c.  frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke 

TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah 

yang ada; dan 
d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan 

efektifitas pengangkutan serta mengacu pada tata 
pengaturan waktu yang sudah ditentukan. 

 

(2)  Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memperhatikan: 

 a.  pola pengangkutan; 
 b. sarana pengangkutan;  
 c. rute pengangkutan; dan 

 d. tata waktu. 
 

Pasal 14 

 
Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
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a.  pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan 

langsung dari sumber menuju TPA dengan syarat sumber 
sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah 
pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; 

dan 
 

b.  pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS 

dan/atau TPS 3R. 
 

Pasal 15 
 

(1)  Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat berupa: 
 a.  dump truck/tipper truck; 

 b.  armroll truck; 
 c.  compactor truck; 
 d.  street sweeper vehicle; dan 

 e.  trailer. 
 
(2)  Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: 
 a.  umur teknis dan jumlah peralatan; 

 b.  kondisi jalan daerah operasi; 
 c.  jarak tempuh; 
 d.  karakteristik sampah; dan 

 e.  daya dukung fasilitas pemeliharaan peralatan. 
 

Pasal 16 
 

Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2) huruf c harus memperhatikan: 
a.  peraturan lalu lintas; 
b.  kondisi lalu lintas; 

c.  pekerja, ukuran dan tipe alat angkut; 
d.  timbulan sampah yang diangkut; dan 

e.  pola pengangkutan. 
 

Pasal 17 

 
Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah: 
a.  menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah 

terpilah yang tidak mencemari lingkungan;  
b.  melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 

3R ke TPA atau TPST dan wajib memberi penutup bagian 
atas sarana pengangkutan sampah; dan 

c. menyediakan motor sampah pada wilayah pemukiman 

penduduk yang padat. 
 

 
Bagian Kelima 

Pengolahan  

 
Pasal 18 

 

(1)  Pengolahan sampah meliputi kegiatan: 
 a.  pemadatan; 

 b.  pengomposan; 
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 c.  daur ulang materi; dan 

 d.  mengubah sampah menjadi sumber energi. 
 

(2)  Pengolahan sampah harus mempertimbangkan: 

 a.  karakteristik sampah; 
 b.  teknologi pengolahan yang ramah lingkungan; 
 c.  keselamatan kerja; dan 

 d.  kondisi sosial masyarakat. 
 

(3)  Teknologi pengolahan berupa: 
a.  teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan 

ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara 

magnetis, masa-jenis, dan optik; 
b.  teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan 

bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses 
pengolahan selanjutnya; 

c.  teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan 

secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses 
pengomposan dan/atau biogasifikasi; 

d.  eknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, 

pirolisis;  
e.  pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan 
bakar yaitu Refused Derifed Fuel (RDF); 

 

(4)  Penerapan teknologi harus mengedepankan perolehan 
kembali bahan dan energi dari proses pengolahan sampah. 

 
(5)  Penerapan teknologi pengolahan sampah dilakukan setelah 

melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara 

profesional. 
 

Pasal 19 

 
(1)  Pengolahan sampah dilakukan oleh: 

 a.  setiap orang pada sumbernya; 
 b.  pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 

fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan 
 c.  pemerintah daerah. 
 

(2)  Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan 

fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan 
skala kawasan yang berupa TPS 3R. 

 

(3)  Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan 
sampah di lokasi: 

 a.  TPS 3R; 
 b.  SPA; 
 c.  TPA; dan/atau 

 d.  TPST. 
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Pasal 20 

 
(1)  Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan 

teknis : 
 
 a.  luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m2; 

 b.  tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 
paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; 

 c.  TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, 
pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil 
gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu 

estetika serta lalu lintas. 
 d.  jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah 

di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen; 
 e.  penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan 

daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km; 

 f.  luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; 
 g.  lokasinya mudah diakses; 
 h.  tidak mencemari lingkungan; dan 

 i.  memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 
 

(2)  TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala 
lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis 
masyarakat. 

 
(3)  Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat seperti bank sampah. 

 

Pasal 21 
 

(1)  SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b 

terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan 
hunian. 

 
(2)  SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi  persyaratan teknis seperti: 

 a.  luas SPA lebih besar dari 20.000 m2; 
 b.  produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari 
 c.  penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota; 

 d.  fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana 
pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan 

penampungan lindi; 
 e.  pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan 
 f.  lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling 

sedikit 1 km. 
 

(3)  SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti: 

 a. luas SPA paling sedikit 600 m2; 

 b.  produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari; 
 c.  lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan 

hunian; 

 d.  fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan 
sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan 

 e.  pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA. 
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Pasal 22 

 
Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis: 

 
a.  luas TPST, lebih besar dari 20.000 m2; 
b.  penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di 

TPA; 
c.  jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m; 

d.  pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3); dan 

e.  fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi 

pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, 
penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona 

penyangga. 
 

Bagian Keenam 

Pemrosesan Akhir  
 

Pasal 23 

 
(1)  Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: 

 a.  metode lahan urug terkendali; 
 b.  metode lahan urug saniter; dan/atau 
 c.  teknologi ramah lingkungan. 

 
(2)  Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan: 
 a.  penimbunan/pemadatan; 
 b.  penutupan tanah; 

 c.  pengolahan lindi; dan 
  d.  penanganan gas. 
 

Pasal 24 
 

Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan : 
a.  Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah 

tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu; 

b.  Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi: 
1.  limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga; 
2.  limbah yang berkatagori bahan berbahaya dan beracun 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
3.  limbah medis dari pelayanan kesehatan. 

c.  Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak 
berkategori bahan berbahaya dan beracun atau 
mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 

d.  Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan 
berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan 

berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat 
penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun; dan 
e.  Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA. 
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Pasal 25 

 
(1) Persyaratan TPA untuk pemrosesan akhir sampah meliputi : 

a. penyediaan dan pengoperasian; 

b. harus memperhatikan pemilihan lokasi; 
c. kondisi fisik; 
d. kemudahan operasi; 

e. aspek lingkungan, dan sosial. 
 

 
(2)  Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memenuhi kriteria aspek: 

 a.  geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan 
yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi 

misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah 
karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan 
dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air 

atau lempung; 
 b.  hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah 

yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan 

tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak 
terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m 

(seratus meter) di hilir aliran. 
 c.  kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang 

dari 20% (dua puluh perseratus). 

 d.  jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 
3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang 

didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m 
(seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang 
didarati pesawat jenis lain; 

 e.  jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu 
kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, 
kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial; 

 f.  tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau 
 g.  bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua 

puluh lima) tahun. 
 
(3)  Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat 
dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada 
di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan 

kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artificial seperti 
geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi 

persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA 
diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah. 

 

(4)  Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA 

tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada 
di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan 
kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artificial seperti 

geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi 
persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-

6 cm/detik. 
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(5)  Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode 
lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi: 

 a.  melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah 
penutup secara periodik; 

 b.  mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang 

keluar sesuai baku mutu; 
 c.  mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan 

teknis yang berlaku; dan 
 d.  membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi 

TPA tersebut. 

 
Pasal 26 

 
(1)  Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus 

mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, 

dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA. 
 
(2)  Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. 

 
Pasal 27 

 
(1)  Prasarana dan sarana TPA meliputi: 
 a.  fasilitas dasar; 

 b.  fasilitas perlindungan lingkungan; 
 c.  fasilitas operasional; dan 

 d.  fasilitas penunjang. 
 
(2)  Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
 a.  jalan masuk; 
 b.  jalan operasional; 

 c.  listrik atau genset; 
 d.  drainase; 

 e.  air bersih; 
 f.  pagar; dan 
 g.  kantor. 

 
(3)  Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

 a.  lapisan kedap air; 
 b.  saluran pengumpul lindi; 

 c.  instalasi pengolahan lindi; 
 d.  zona penyangga; 
 e.  sumur uji atau pantau; dan 

 f.  penanganan gas. 
 

(4)  Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

 a.  alat berat; 

 b.  truk pengangkut tanah; dan 
 c.  tanah. 
 

(5)  Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

 a.  bengkel; 
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 b.  garasi; 

 c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat; 
 d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan; 
 e.  jembatan timbang; 

 f.  laboratorium; dan 
 g.  tempat parkir. 
 

(6)  TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, 
pengomposan, dan atau gas bio. 

 
 

Pasal 28 

 
(1)  Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah 

daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. 
 
(2)  Dalam hal kondisi khusus atau terdapat kerjasama 

penanganan sampah mengoperasikan TPA. 
 
(3)  Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pemerintah daerah: 
 
 a.  melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten; 

 b.  mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi 
TPA Sampah; 

 c.  menyusun analisis biaya dan teknologi; dan 

 d.  menyusun rancangan teknis. 
 

 
BAB V 

KOMPETENSI 

 
Pasal 29 

 
(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan 

pengangkutan, pengolahan,  dan pemrosesan akhir 

sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. 
 
(2)  Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. 

 
 

BAB VI 

PERAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN SWASTA 
 

Bagian Kesatu 

Peran Pemerintah Daerah 
 

Pasal 30 
 

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum 

memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayah 
perkotaan berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup; 

 
(2) Pelayanan sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) meliputi : 
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a. penyediaan/pengadaan TPS;  
b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,  
c. pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan 

ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk 
penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu 
dimana TPS tidak memungkinkan dibangun; 

(3) Pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan 
sampah dilakukan oleh Camat dan Lurah/ Kepada Desa di 

wilayah kerjanya masing-masing; 
 

 

Bagian Kedua 
Peran Masyarakat 

 
Pasal 31 

 

(1)  Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan 
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan 
penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah. 
 

(2)  Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 

 a.  pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran 

kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; 
 b.  pemberian saran dan pendapat dalam perumusan 

kebijakan dan strategi; 
 c.  pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang 

dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan 

pemerintah kabupaten; dan/atau 
 d.  pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan 

pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada 

anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk 
mengubah perilaku anggota masyarakat. 

 
(3)  Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang 

keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.(perlu 
penjelasan) 

 

Bagian Ketiga 
Peran Swasta 

 
Pasal 32 

 

(1)  Pemerintah daerah dapat bermitra dengan swasta/badan 
usaha dalam penyelenggaraan PSP. 

 
(2)  Kemitraan dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian 

atau seluruh wilayah pelayanan. 
 
(3)  Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
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BAB VII 

PERIJINAN 
  

Pasal 33 

 
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan 

sampah wajib memiliki izin dari Bupati. 

 
(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat( 1) terdiri dari : 
a. pengangkutan sampah;  
b. pengolahan sampah; 

c. pemrosesan akhir. 
 

(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) harus memenuhi persyaratan administrative sebagai 
berikut : 

a. melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas 
pemohon yang sah; 

b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan 

Lingkungan  (UPL) bagi kegiatan yang 
c. tidak wajib AMDAL; 
d. melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup  (SPPL) 
bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL; 

e. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan 
f. melampirkan fotokopi izin gangguan. 

 

(4) Di samping memenuhi persyaratan administrative 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang 
diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang 

ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai 
berikut : 

a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola; 
b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola; 
c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran 

pembuangan limbah; 
d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya; 
e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah; 

f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan 
g. kelayakan alat angkut sampah. 

 
Pasal 34 

 

(1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah setiap orang 
wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk. 
 

(2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja 

terhitung sejak dipenuhinya persyaratan. 
 

(3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diperbaharui selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
masa berlakunya habis. 
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Pasal 35 

 
(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah 

harus diumumkan kepada masyarakat. 

 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan 

sampah. 
 

 
BAB VIII 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

 
Pasal 36 

 
(1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut retribusi 

pelayanan sampah/kebersihan. 

 
(2) Retribusi pelayanan sampah/kebersihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. 

 
 

BAB IX 
PEMBIAAYAN DAN KOMPENSASI 

 

Pasal 37 
 

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan 
sampah. 
 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
atau sumber pembiayaan lain yang sah. 

 
Pasal 38 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada 

orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir 
sampah. 
 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Relokasi penduduk; 

b. pemulihan lingkungan; 
c. biaya kesehatan dan pengobatan; 
d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau 

e. kompensasi dalam bentuk lain 
 

Pasal 39 
 

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 38 ayat (2) sebagai berikut : 
a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk; 

b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi 
atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan 

sampah; dan 
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c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk 

kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi 
dan hasil kajian. 

 

BAB X 
INSENTIF DAN DISINSENTIF 

 

Pasal 40 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada 
lembaga dan badan usaha yang melakukan : 
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; 

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c. pengurangan timbulan sampah;dan/atau 

d. tertib penanganan sampah. 
 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada 

perseorangan yang melakukan : 
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah ; dan/atau 
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. 

 
Pasal 41 

 
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, 
badan usaha, dan perseorangan yang melakukan : 

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau 
b. pelanggaran tertib penanganan sampah. 

 
Pasal 42 

 

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa : 
a. pemberian penghargaan; dan/atau 
b. pemberian subsidi. 

 
(2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa : 

a. pemberian penghargaan; 
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan 

sampah; 

c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 
kurun waktu tertentu; 

d. penyertaan modal daerah; dan/atau 

e. pemberian subsidi. 
 

Pasal 43 
 
(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat   

berupa : 
a. penghentian subsidi; dan/atau 

b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. 
 

(2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa : 

a. penghentian subsidi; 
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan 
c. retribusi daerah; dan/atau; 

d. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. 
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Pasal 44 

 
(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, 

dan badan usaha terhadap: 

a. inovasi pengelolaan sampah; 
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c. pengurangan timbulan sampah; 

d. tertib penanganan sampah; 
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau 

f. pelanggaran tertib penanganan sampah. 
 

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati. 
 

(3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 
BAB XI 

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Bagian Kesatu  

Mekanisme Pengaduan 
 

Pasal 45 

 
(1) Setiap orang yang terkena dampak negatif dari pengelolaan 

sampah dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada 
Pemerintah Daerah untuk difasilitasi penyelesaiannya. 

 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa 
 

Pasal 46 

 
(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri 

atas:  

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola 
sampah; dan  

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.  
 

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan 
ataupun melalui pengadilan.  

 
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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Bagian Ketiga  

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 
 

Pasal 47 

 
(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan 

mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para 
pihak yang bersengketa.  

 
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai 

kesepakatan kesepakatan, para pihak yang bersengketa 
dapat mengajukannya ke pengadilan.  

 
 

Bagian Keempat  

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 
 

Pasal 48 

 
(1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan 
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.  
 

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat 

membuktikan unsur – unsur kesalahan, kerugian, dan 
hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang 
ditimbulkan.  

 
(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti 

kerugian dan/atau tindakan tertentu. 
 

 
BAB XII 

LEMBAGA PENGELOLA 

 
Pasal 49 

 

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan 
penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola 

sampah. 
 

Pasal 50 

 
(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga 

pengelola sampah di RT/RW, desa/kelurahan, Kecamatan, 
kawasan komersial, kawasana industri, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan 

kebutuhan; 
 

(2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan 

untuk mengelola sampah. 
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Pasal 51 

 
(1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) 

mempunyai tugas: 

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga 
dimasing-masing  rumah tangga dan alat angkut dari 
tempat sampah rumah tangga ke TPS  dan/atau TPS 3R;  

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di 
masing-masing rumah  tangga. 

 
(2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) 

mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasi lembaga pengelolaan sampah tingkat 
rukun tetangga; dan 

b. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R kepada 
lurah/kepala desa. 

 

(3) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan 
mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat 

rukun warga atau rukun tetangga;  
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah 

mulai dari tingkat tukun tetangga sampai rukun warga; 
c. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R kepada 

camat. 

 
(4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan mempunyai 

tugas: 
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat 

desa/kelurahan;  

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah 
mulai dari tingkat  rukun tetangga, rukun warga 
sampai desa/kelurahan dan lingkungan  kawasan; 

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan 
sementara dan tempat  pengolahan sampah terpadu 

ke Dinas atau BLUD yang membidangi persampahan. 
 

(5) Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, 

kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 
fasilitas lainnya mempunyai tugas: 
a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah  tangga di masing-masing 
kawasan; 

b. megangkut sampah dari sumber sampah ke TPS 
dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST; 

c. Menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah. 

 
 

BAB XIII 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 

Bagian Kesatu 
Kewajiban  

 

Pasal 52 
 

(1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya; 



  

- 26 - 

 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah; 
 

(3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib 

dibuang ke TPS dan/atau TPS 3R. 
 

Pasal 53 

 
Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, tempat usaha, dan 

tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan 
umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan 
sampah; 

 
Pasal 54 

 
Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung 
ke TPA. 

 
Pasal 55 

 

(1) Setiap pedagang/penjaja wajib menyediakan tempat 
penampungan sampah; 

 
(2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari 

kegiatan usahanya; 
(3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib 

dibuang ke TPS dan/atau TPS 3R; 
 

Pasal 56 

 
(1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola 

dan atau menempati suatu kompleks perumahan, 

perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang 
sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman 

dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah; 
 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk 

penyediaan tempat penampungan sampah dan membuang 
sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; 

 

Pasal  57 
 

(1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum 
maupun perorangan wajib menyediakan tempat 
penampungan sampah di dalam kendaraannya; 

 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk 

membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; 
 

Pasal 58 

 
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu 
keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat 

diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA 
dan/atau TPST. 
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Bagian Kedua 

Larangan 
 

Pasal 59 

 
Setiap orang dilarang : 
a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai 

binatang dijalan, jalur hijau, taman, bantaran sungai, 
saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; 

b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas 
kendaraan; 

c. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS 

dan/atau TPS 3R dan sekitarnya serta fasilitas umum; 

d. membuang dan menghanyutkan sampah ( kotoran ) atau 

benda-benda keras lainnya ke dalam Saluran Umum;  

e. membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan 
menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih 

dari 1 (satu) meter kubik; 

f. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-
tempat umum lainnya; 

g. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) 
di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; 

h. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau TPS 3R, 
kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; 

i. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang 

telah ditetapkan; 

j. membuang sampah di TPS dan/atau TPS 3R pada jam 05.00 

– 22.00 WIB; 

k. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam  TPS 
dan/atau TPS 3R dan disekitar TPS dan/atau TPS 3R; 

l. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS 
dan/atau TPS 3R. 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 60 

 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak 
pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; 

 
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) adalah : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
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d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan tersangka; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum; 

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. 
 
 

BAB XV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 61 

 

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada 
pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan 

yang ditetapkan dalam perizinan. 
 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa:  
a. paksaan pemerintahan;  
b. uang paksa; dan/atau  

c. pencabutan izin.  
 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme 
penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati. 

 
 

BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 62 
 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 43 

Peraturan Daerah ini  diancam pidana kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  

pelanggaran; 
 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke 

Kas Daerah. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 63 

 
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2013 Nomor 4) tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum 
diadakan Peraturan Bupati yang baru sebagai pelaksana 

Peraturan Daerah ini. 
 

 
BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 64 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 
 

        Ditetapkan di Pangkalan Bun 
                     pada tanggal  18 Agustus 2015   

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 
 

TTD 

 
UJANG ISKANDAR 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 18 Agustus 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 
 

                        TTD 
 

                   MASRADIN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 

2015 NOMOR : 3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



  

 

 
 

PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

 
NOMOR 3   TAHUN 2015 

 

TENTANG  
 

PENGELOLAAN SAMPAH 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 

Pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah cenderung akan diiringi 
dengan peningkatan timbulan sampah. Kenyataan yang hampir sama 
dialami beberapa kota di Indonesia, dimana sampah seringkali menjadi 

permasalahan yang cukup serius di kemudian hari apabila tidak dikelola 
dengan baik dan tepat. Kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah 
mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai 

keterbatasan lembaga penanggung jawab menimbulkan permasalahan di 
masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan 

kesehatan.    
 
Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah administrasi 

10.759 km2 terbagi kedalam 6 kecamatan, 13 kelurahan dan 81 desa. 
Seperti halnya dengan kota-kota lain, sampai dengan saat ini sebagian 

besar masyarakat Kotawaringin Barat masih memandang sampah 
sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya 
yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaaan sampah yang dilakukan 

masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah 
dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir 
sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada 

pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 
paradigma baru, yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.    
 
Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah, 
badan usaha maupun masyarakat merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Daerah wajib 
memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu 

membawa konsekuensi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang 

pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya 
dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan 
dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat 

diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka 
menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan 
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta 

kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam 

bentuk Peraturan Daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas 
 
Pasal 2 

Huruf a   
 Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa 

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan 
sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap 
lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Huruf b  
 Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode 

dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 

masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini 
maupun pada generasi yang akan datang.  

Huruf c  

 Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan 
sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap 

sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Huruf d  

 Yang dimaksud dengan “asas keadilan”  adalah bahwa dalam 
pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah 
memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan 

dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan 
sampah.   

Huruf e  
 Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa 

dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah 

daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, 
kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani 
sampah yang dihasilkannya.  

Huruf f  
 Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan.  

Huruf g  

 Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa 
pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.  

Huruf h  
 Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa 

pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi 

masyarakat dari berbagai dampak negatif.  
Huruf i  
 Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa 

sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi 
yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas 
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Pasal 4 

Cukup jelas 
 

Pasal 5 
Cukup jelas 

 

Pasal 6 
Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Serasah atau seresah adalah sampah organik yang berupa 
tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa 

vegetasi lainnya yang sudah mengering dan berubah dari warna 
aslinya.  

 

Ayat (4) 
  Cukup jelas 

 
Ayat (5) 
  Cukup jelas 

 
Ayat (6) 
  Cukup jelas 

 
Pasal 7 

Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat 
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan 

tempat hiburan.  
 

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan 
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha 
kawasan industri.  

 
Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang 
bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan 

nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, 
taman nasional. Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah 
rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.  

 
Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain berupa 

terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, 
tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan 
trotoar.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vegetasi
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Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain rumah 

tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, 
kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan 

pusat kegiatan olah raga. 
 
Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 

Pasal 8 
Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
  Huruf b 

Warna “Merah” untuk sampah Bahan Beracun Berbahaya 
(B3) seperti Lampu Neon, Film, Baterai, Kaset, Disket, 

Racun serangga dan lain – lain. 
Warna “Hijau” untuk Sampah Organik seperti sisa 
makanan, tulang, duri, daun kering, daging dan lain – lain. 

Warna “Kuning” untuk Sampah Guna Ulang seperti botol 
kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dan lain 

– lain. 
Warna “Biru” untuk untuk Sampah Daur Ulang seperti 
kardus, karton makanan dan minuman, Koran bekas, 

buku bekas. 
Warna “Abu-Abu” untuk sampah Residu seperti pembalut 
wanita, popok bayi, kertas puntuk rokok, permen karet dan 

lain – lain. 
 

Pasal 9 
Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
  Yang dimaksud “bin” adalah tong/tempat sampah. 

 
Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Cukup jelas 
 

Pasal 12 
Cukup jelas 

 

Pasal 13 
Cukup jelas 

 
Pasal 14 

Cukup jelas 

 



  

Pasal 15 

Cukup jelas 
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Pasal 16 

Cukup jelas 
 

Pasal 17 
Cukup jelas 

 

Pasal 18 
Cukup jelas 

 
Pasal 19 

Cukup jelas 

 
Pasal 20 

Cukup jelas 

 
Pasal 21 

Cukup jelas 
 
Pasal 22 

 Cukup jelas 
 

Pasal 23 
Cukup jelas 

 

Pasal 24 
 Cukup jelas 

 

Pasal 25 
Cukup jelas 

 
Pasal 26 

Cukup jelas 

 
Pasal 27 

Cukup jelas 

 
Pasal 28 

Cukup jelas 
 
Pasal 29 

Cukup jelas 
 

Pasal 30 
Cukup jelas 

 

Pasal 31 
Cukup jelas 

 

Pasal 32 
Cukup jelas 

 
Pasal 33 

Cukup jelas 

 



  

Pasal 34 

Cukup jelas 
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Pasal 35 

Cukup jelas 
 

Pasal 36 
Cukup jelas 

 

Pasal 37 
Cukup jelas 

 
Pasal 38 

Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

  Huruf a . 
   Yang dimaksud dengan relokasi penduduk adalah 

memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke 
tempat yang lebih aman. 

   

  Huruf b. 
   Yang dimaksud dengan pemulihan lingkungan adalah 

kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga 
lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya. 

 
  Huruf c. 
   Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan 

berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau 
puskesmas. 

 
  Huruf d. 
   Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan 

kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan 
kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air 
limbah. 

 
  Huruf e. 

   Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara 
lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah 
tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan. 

 
Pasal 39 

Cukup jelas 
 
Pasal 40 

Cukup jelas 
 

Pasal 41 

Cukup jelas 
 

Pasal 42 
Cukup jelas 
 

Pasal 43 



  

Cukup jelas 
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Pasal 44 

Cukup jelas 
 

Pasal 45 
 Ayat (1) 
  Surat pengaduan harus ditandatangani dan dilampiri 

fotocopy KTP pengadu serta bukti pendukung yang dianggap 
perlu, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum. 
 
Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 

Pasal 46 

 Ayat (1) 
  Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua 

pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga 
adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan 
masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan 

sampah. 
 

Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 

Pasal 47 
 Ayat (1) 
  Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 

tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau 
terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan 
sampah. 

 
Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 
Pasal 48 

Cukup jelas 
 

Pasal 49 

Cukup jelas 
 

Pasal 50 
Cukup jelas 
 

Pasal 51 
Cukup jelas 

 

Pasal 52 
Cukup jelas 

 
Pasal 53 

Cukup jelas 

 



  

Pasal 54 

Cukup jelas 
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Pasal 55 

 Cukup jelas 
 

Pasal 56 
 Cukup jelas 

 

Pasal 57 
Cukup jelas 

 
Pasal 58 

Cukup jelas 

 
Pasal 59 

Cukup jelas 

 
Pasal 60 

Cukup jelas 
 
Pasal 61 

Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 
 Ayat (2) 
  Huruf a. 

   Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan 
kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban 

biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak 
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

   
  Huruf b. 
   Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam 

jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti 
dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan. 

 
  Huruf c. 

         Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 

Pasal 62 
Cukup jelas 

 

Pasal 63 
 Cukup jelas 

 

Pasal 64 
 Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR ... 

 



  

 

 
 


